
Jawaban Aduan LaporGUb! MTs N 4 Kebumen 

Menanggapi aduan Masyarakat yang masuk di lapan LaporGub! No. #LGWA 86485758 tanggal 

17 Agustus 2023 pukul 11.18 WIB, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Bahwa syarat untuk bisa diangkat menjadi PPPK di Kementerian Agama sesuai 

pengumuman nomor: P-60/2/SJ/B-11.2/KP.00.1/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 

tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

Kementerian Agama RI tahun anggaran 2022 dijelaskan bahwa: 

I. Berdasarkan Romawi II tentang Kriteria Pelamar meliputi: 

i. Pelamar eks tenaga honorer kategori II yaitu penentuan bagi pelamar eks 

honorer kategori II yang sudah terdaftar di database BKN dan memiliki kartu 

peserta ujian tahun 2021 dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama; 

ii. Pelamar non ASN yaitu bagi pelamar yang masih aktif bekerja dan mengabdi 

di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran PPPK 

Kementerian Agama tahun 2022 dan wajib memiliki pengalaman di bidang 

kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar. 

II. Pada Romawi IV tentang Persyaratan Khusus pada angka 1 menjelaskan pelamar 

wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif bekerja di Kementerian yang 

dibuktikan dengan surat keputusan yang sah, dikecualikan bagi formasi lainnya 

yang dibuka umum dan untuk tahun 2022 Kementerian Agama membuka untuk 

formasi khusus yang sudah mengabdi di satuan kerja Kementerian Agama. 

(2) Kami mengucapkan terima kasih kepada Komite MTs N 4 Kebumen yang 

memperjuangkan dan menyejahterakan GTT/PTT di MTs N 4 Kebumen dengan tetap 

berpedoman pada regulasi PMA No. 16 Tahun 2020 tentang Komite. 

(3) Terkait LSM yang melarang penggalangan sumbangan/bantuan di MTs N 4 Kebumen 

mohon dijelaskan dan diberi edukasi bahwa Komite MTs N 4 Kebumen melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya berdasarkan PMA No. 16 Tahun 2020 terutama pada Pasal 

10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. 

(4) Terkait permohonan bantuan operasional provinsi untuk madrasah seperti yang 

diberikan ke SMA N/SMK N akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait di 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 


